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PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 

NOMOR 43 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOJOKERTO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah 
Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 201 7 ; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 
Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851) 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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5. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4456); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 
dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

26. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan 
Tenaga Kependidikan; 

27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 111 Tahun (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 

28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07 /2008 tentang 
Hibah Daerah; 

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang 
Sistem Akuntansi Hibah; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07 /2016 tentang 
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil 
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Cukai Hasil Tembakau(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 277); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 874); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 
2005 - 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 
2008 Nomor 15); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 
Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 
4 Tahun 2014; 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mojokerto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Mojokerto Nomor 2) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Mojokerto Nomor 7 Tahun 2014; 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Mojokerto Nomor 3) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013; 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2013 
tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga 
Kerja Asing; 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Mojokerto (Lembaran Daerah· Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 
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Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 
Nomor 4); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2017 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 
Tahun 2017 Nomor 8); 

49. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2017; 

50. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 97 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 
2015 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 24 Tahun 
2017 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 
Nomor 23); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2017. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto 
Tahun Anggaran 2017semula berjumlah Rp. 2.425.139.652.407,00 
bertambah sejumlah Rp. 160.097.963.104,27 sehingga menjadi 
Rp. 2.585.237.615.511,27 dengan rincian sebagai berikut: 
( 1) Pendapatan Daerah : 

a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Pendapatan setelah 
perubahan 

(2) Belanja Daerah : 
a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Belanja Daerah setelah 
perubahan 

Surplus / ( Defisit ) Setelah 
Perubahan 

(3) Pembiayaan Daerah : 
a. Penerimaan 

1. Semula 
2. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Penerimaan setelah 
perubahan 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

2.281.069.645.123,00 
13.693.383.525, 19 

Rp. 2.294. 763.028.648, 19 

2.425.139.652.407,00 
160.097. 963.104,27 

Rp. 2.585.237 .615.511,27 

(Rp. 290.474.586.863,08) 

144.070.007.284,00 
146.404.579.579,08 

Rp. 290.4 7 4.586.863,08 



- 7 -

b. Pengeluaran 
1. Semula Rp. 0,00 
2. Bertambah/(berkurang) :.;:R_.P.:...• __________ o ..... ,o ____ o 

Jumlah Pengeluaran setelah 
perubahan ;..;R:.;P~· ________ 0 ........... ,0 ...... 0 

Jumlah Pembiayaan neto setelah 
perubahan 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 
setelah Perubahan 

Pasal 2 

Rp. 290.474.586.863,08 

Rp. 0,00 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
ini. 

Pasal 3 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini. 

Pasal 4 

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah 
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 5 

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial 
(tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga 
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya) tercantum dalam 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini. 

Pasal 6 

(1) Mekanisme pelaksanaan belanja untuk keperluan darurat dan 
belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto 
Nomor 8 Tahun 201 7 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai 
berikut: 
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a. Pengajuan dari SKPD kepada Bupati diformulasikan dalam 
RKA-SKPD kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat 

bencana; 
b. Kajian teknis tentang program dan kegiatan sesuai dengan 

kriteria belanja untuk keperluan darurat; 
(2) Pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh 

persetujuan Sekretaris Daerah. 
(3) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam 

keadaan darurat dan belanja untuk keperluan mendesak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dulu ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 7 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
yang ditetapkan da lam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam 
Dokumen Pelaksanaa n Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah sesuai dengan keten tuan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peratura n Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Mojokerto. 

Diundangkan di Mojokerto 
pada tanggal S ~\de~., cior, 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal S ~~~t- 85\t 
BUPATI MOJOKERTO, 

MUSTOFA ~ SA 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, 

BERITA DAERAH KABUPA EN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 40 


